|
KANTOR WILAYAH HEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FROVINSI SULAWESI EARAT

Nomeor : W A3.KLDD.01- 36 TAHUN 2022
Nomor - 3300.04 /648 /BAPFEDA /2022

TENTANG

PENINGEATAN PEMAHAMAN, INVENTARISIR DAN FASILITAS]
PENDAFTARAN EEEAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Pulith
Dia bertempat di Hotel Grand Maleo Kabupaten Mamuju, kami yang bertanda
tangan dibawah ma ;

1. FAISOL ALI S.H. M.H. . Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Barat,
bertindak untulk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat, beralamat di Jin. H
Abd. Malik Pattana Endeng [Komp.
Perkantoran Gubemmury, Rangas,
Mamuju, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU;

2, Dr. JUNDA MAULANA, M.5i ¢ Kepala Badan Perencanaan
Pembanginan Daerah Prowins
Sulawesi’ Barat, bertindak wntuk dan
gtas nama Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinai
Sulawesi Barat, berkedudukan di
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Jin, H, Abd. Malik Pattana Endeng
[Komp: Perkantoran Gubernur],
Rangas, Mamuju 91512, selanjuinya
disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjuinya secars bersama-sama disebut

PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya masing-

masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagal berikut!

| Bahwa PIHAE KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hulaum dan

HAM Sulawesi Barat vang mempunyal TUEAS salah satunya melakukan

penviapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Ugas teknis,
kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan
tugas teknis di bidang penenmaan permohonan pendaltaran, sostalisast,
pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan
inventarisasi kekayaan intelekiual komunal.

9 Bahlwa PIHAK KEDUA pdalah Badan Perencanamn Pembangunan Daerah
Provinsl Sulawesi Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Gubernur menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Perencanaan.
Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan, dan
Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA. serta Infrasiruktur dan
Kewilayahan.

3. Bahwa untuk keterpaduan penyitapan dan penyelenggaraan Kegiatan vang
sifatniya peningkatan pemahaman, inventarisir dan fasilitasi pendaftaran
Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaarn, monitoring dan evaluasi,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK scpakat untuk membuat

Perjfanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pemahaman Inventarisir dan Fasilitasi
Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikur:
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Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1] Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam ranghka
perlindungan Kekavaan Intelektual melalui hasil penelitian, pemanfaatan
poteénsi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki PARA
PIHAK zerta mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelelctual,

{2] Meningkatkan pemahaman dan kesadaran PARA FIHAK mengenal sistem
Kekayean Intelektual dan meningkathan jumlah permohonan Kekayaan
Intelektual.

(3} Menginventarisir dan menggali potensi Kekayvaan Inteleltual PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingluap
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini melipuati:
1. Penyvelenggaraan sosialisssi dan bimbingan teknis kepada PARA PIHAR guna
meningkatkan wawasan dan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
2. Penyelengearaan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, dan
3. Inventarisir Potensi Kekayaan intelekiual,

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya
manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk
kepentingan &osialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi pendaftaran dan
inventarisir potensi Kekayaan Intelektual,

(2] PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyiapkan sarina dan prasarana
kerja dalam rangka menumang penyelenggaraan sosielisasi, mmbingan
teknis, fasilitasi pendaftaran serta menggali dan menginventarisir potensi
Kekavaan Intelektual vang ada;

[(3) PARA PTHAK saling mendukung dan membantu dalam bkegiatan upava
memajukan Kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat;
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(4| PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kerdasama ini sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

(5] PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang
dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dar lerja sama ini
vang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap
tahun berjalan selama kerja sama ini diberlaku ke,

{6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-
masing pihak scbagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

Pasal 4
Pembiayaan
(1] Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan
Intelektual  yang dilakukan cleh FIHAK KEDUA ditanggung oleh FIHAK
KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2] Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama
ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok -
dan fungsi dari PARA PIHAK yang telah dianggarkan didalam DIPA [ DPA

masing-masing.

Pasal 5
Jangka Waktu
(1) Pedanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (hma) Tahun
terhitung sejak ditanda tangeni dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK. -
(2) Dalam hal salah satu pihiak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, pihak
cersehut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnyas dalam
waktu paling lambat | {satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kejasama

ini.

il ———



Pazal 6
Penvelesnlan Peraelisihan

(1] Apabila di kemudian han teradi ketidaksepahaman atau perselisihan
diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, hal
tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2]  Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat | 1} tdak
tercapal, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul
pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk diselesaikan menurut peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7
Perubahan
{1} Perubahan ataz Perjanjian Ketjasamsa ini, hanya dapat dilakukan atas
persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK
(2} Hal-hal vang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan
dalam addendum yvang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian
dan menjadi satu kesatian yang tidak terpisabkan dari Perjanjan Kerjasama
i,
Pasal 8
Penutup
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangan pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini,
dibuat dalam rangkap 2 {dua} asli, masing-masing dibubuhi meterad dan stempel
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di antars PARA PIHAK

PITHAK KESATU
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PERJANJIAN KERJASAMA - a‘lb .

HANTOR WILAYAH HEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
DAN
DINAE PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINE] SULAWES] BARAT

Momor:  W.33.KLO09.01- 37 TAHUN 2022
Nomor ¢ 008.05.00,/016f 222

TENTANG

PENINGHKATAN PEMAHAMAN, INVENTARISIR DAN FASILITASI
PENDAFTARAN EEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini Selasa tanpgal enam bulan September tahun Dua Ribu Dun Puluh
Dua bertempat di Hotel Grand Maleo Kabupaten Mamuju, kami yang bertanda
bangan dibawah ini:

. FAISOL ALlI, 5.H.,,M.H. . Kepala Kantor Wilavah Kementerian
Hulum dan HAM Sulawesi Barar,
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hulkum dan HAM
Sulawesi Barat, beralamat di Jin, H.
Abd, Malik Pattona Endeng (Komp
Perkantoran Gubernur], Rangas,
Mamuju, selanjutnye disebut PIHAK
HKESATL;

2 BAU AKRAM DAl B.E. M.8i . Kepala [Dinasz Perdagangan
Perindustran  Koperasi  dan UKM
Prowvinsl Sulawesi Barai, bertindak
untuk dan alas nama  dinas
Perdagangan Perindustiian  Roperas:
dan UKM Provingi  Sulawest Barat,
berkedudukan di
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Jin. H. Abd. Malik Pattana Endeng
[Komp. Perkantoran Guberniur).
Rangas, Mamuju, Provinsi Sulawesi
Baratr 91512, selanjutnys disebut
PIHAK KEDUA,

FIHAK HESATU dan PIHAK HKEDUA sclanjuinya secara bersama-sama diseliil
PARA PIHAK dan sccara sendin disebut PIHAK, dalam kedudukannya masing-
mazing tersebut di atas terlebibh dabulu menerangkan hal-hal sebagai beriloat;
1. Bahwa PIHAK BEESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukuam dan
HAM Sulawesi Baral yang mempunyal tugss salah satunya melakukan
penyiapan bahan pembinaan dan pepgendalian pelaksanaan tugas
teknis, kerja sama, pemantauan, evaluas), serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas feknig  di bidang penerimaan permohonan
pendaftaran, sosialisasi, peluksansan penegakan hulum di bidang
kekayaan intelekiual dan inventarisast kekayaan intelekiual komuinal
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Boperasl  dan UKM  mempunyal  tugas membantu  Gubernur
melaksanalan perumusan  kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluas: urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
Perindustrian, Koperasi dan UKM menjads kewenangan Daerah dan
tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah,
3. Bahwa untuk keterpadusan penyiapan dan penyelenpggaraan kegiatan
yang sifatnya peningkatan pemahaman, inventarisir dan fasilitasi
pendaftaran Kekaysan Intelekiual PARA PIHAK menganggap perlu

bekerjasama meliputi tahap perencansan, pelaksannan. monitoring dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK scpakat untuk membugs

Ferjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pemahaman Inventarisir dan Fasilitasi
Pendaftaran Kekayvaan Intelektual dengan ketentiinn sehagai berlout:
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Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Menunjang pelaksansan tugss dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka
perlindungan Kekayaan Intelektual melalui hasil penelitian, pemanfaatan
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilika FARA
PIHAK serta menduloung pelaksamaan sistem Kelayaan Intelelktual

21 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran PARA PIHAK mengenal sistem
Kekayaan Intelekiual dan meningkatian jumlah permohonan Kekayaan
Intelelktual

i3} Mepginveniansir dan menggall potenst Kekayaan Inteleknoal PARA PTHAE.

Pasal 2
Ruang Linglkup
Ruang lingkup Peganjion Kegasama ind melipuati;

L. Penyelenggaraan soslalizasi dan bimbingan teknis kepada PARA PTHAK guna
memnghatkan wawasan dan pemabaman di bidang Kelayvaan Intelelal;
Penyelenggaraan fagilitass pendaftaran KEelkaysan Intelelkboal; dan

d. Inventarisir Potensi Kekayaan Intelektual,

Pasal 3
Pelaksanaan

L) PIHAK KEBATU bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya
manusia, materi kegistan, dan informazi Kekayaan Inteleltual untulk
kepentingan  sesialisasi, bimbingan teknis, fasilitasl pendaftaran  dan
inventarisir potensi Kekayaan Intelektial;

|2] PIHAK EEDUA bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan pragarana
kerja dalam rangka menunjang penyelengparaan aosializasi, bimbingan
teknis, fasilitasi pendaftaran serta menggali dan menginvenlarisie potensi
Kekayaan [Imtelektoal vang ada;

|3) PARA PIHAK smaling mendukung dan membantu dalam kegialan upayva
memajukan Kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat;
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|4] PARA PTHAK dalam pelaksanaan ketjazama ini akan menunjuk pejabat yang

3

6]

(1}

(2]

i

[2]

berwenang untuk melaksanakan kerjusama ini sesual dengan tugas dan
fungsinya,

PARA PTHAK akan menyusun secara bersama-sama rencans loegiatan vang
dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang bngkup dan kerja sama ini
yvang disesunilkan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap
tahun berialan sclama kerja sama ini diberlalkulan;

Pelaksanaan kera sama ini mengilouti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-
masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang:
undangan;

Pasal 4
Pembiaynan

Biaya untuk pelaksanaan keglstan [(asilites: pendaftaran Kekayaun
Intelektual  vang dilabokan oleh PIHAK KEDUA ditangrang oleh PIHAK
EEDUA sesuai dengan ketentusn yvang berlak;

Semua biaya vang timbul tebagsi akibat pelaksanaan perjanflan kerjasama
iri dibebankan kepada PARA PIHAK sesusi dengan pelaksanaan tugas polok
dan fungsi dari PARA PTHAK vang telah dianggarkan didalam DIFA / DPA
masing-masing,

Pasal 5
Jangks Waktu
Perjangian Kergasama mi berlako untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun
terhitung scjak ditanda tangani dan dapal diperpanjang sesusl dengan
kesepukatan PARA PIHAK
Dalam hal salah satu pihak akan mengakhini Perjanjian Kerjasama inf, pihak
tersebut hame memberitahukan secara termulis kepada pihak latnnya dalam
waktu paling lambat 1 [satu) budan sebelum diakchinnya Perjanjian Kerjasama

11,
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Pazal &6
Penyelesaian Perselisihan

1] Apabila di kemwdian hart terjadi ketidaksepahaman atau perselisihan
diantara PARA PIHAK dalam meleksanakan Perjanjian Kerjasama im, hal
tersebul akan diselesalkan secaras musyawarah dan mufakat.

(2] Apabila musyawarah dan mufakat scbagaimana dimaksud rada ayat (1) tdade
tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul
pada Pengadilan Negen Mamuju untule diselesailtan menurat peraturan
perundang-urdatgan

Pasal 7
Perubahan
1] Perubahan -acas Perjanjian Kepasama ini, heanya dapat dilakokan atas
perseiujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
i2} Hal-hal yang bebum diatur delam Perjanjian Kerjasama ind, akan ditnanglkan
dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK gerta merupakan hagizn
dan menjadi aatu kesatuan vang tidak terpisahkan dari Peganjian  Kerjasama
i,
Pasal 8
Penutup
Perjanjian Kerjasama inil dibuat dan ditandatangani pades harl, tanggal. bulan,
tahun dan tempat sebapsimsna disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini,
dibuat dalam rangkap 2 [dua) asli, masing-masing dibubuhi meteral dan stempel
serta mempunyal kekuatan huloem yang sama di antara PARA PTIHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
FAISOL ALI, 8.H.,M.H. BAU AKRAM DAI, 8.E. M.Si
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PERJANJIAN KERJASAMA
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DAN

DINAS PARTWISATA PROVINEI SULAWESI BARAT
Nomor @ W.33.KL.09.01- 38 TAHUN 2022
Nomor : 1194, OL/657 {2021

TENTANG

PENINGEATAN PEMAHAMAN, INVENTARISIR DAN FASILITASI
PENDAFTARAN KEEAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini Selasa tangpal enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Pulub
Dua bertempat di Hotel Grand Maleo Kabupaten Mamuju, kami yang bertanda

tangan dibawah inid

1. FAISOL ALI, 8.H..M.H.

2. Drs. H FARID WAJDI, M.PD.

r Kepala Kantor Wilavah Kementerian

Hukum dan HAM Sulawesi Barat,
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawest Barat, beralamat di Jin. H
Abd. Malik Partana Endeng [Komp.
Perkantoran Gubernur], Rangas,
Mamuju, selamutnva disebur PIHAK
KESBATU;

: Keppla Dinas  Panwisata Provinsi

Sulawesi Barat, bertindak untuk dan
atas nama Dinas Parwisata Provins
Sulawes: Barat, berkedudukan di Jin
H. Abd. Malik Pattana Endeng [Komp.
Perkantoran Gubernur,

Pared Pihak Kesat Faral Phak Kerea



Rangas, Mamuju. Provinsi Sulawesi
Barat 91512, selanjutnya disebur
FIHAK KEEDUA;

PIHAK EESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnyva secara bersama-samsa disebiut
PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya masing-
masing teracbut di atas terfebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementenan Hukum dan
HAM Sulawesi Barat yvang mempunyal tupgss salah satunya melakukan
penviapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknia,
kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan
tugas teknis di bidang penenmaan permohonan pendaftaran, sosialisasi,
pelaksanaan penegakan hulum di bidang kekavaan intelektual dan
inventarisasi kekavaan intelektual komunal.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat vang
TempPUnyal tugas  melaksanakan sebagian fugas Gubernur
menvelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemasaran Pariwisata,
Pengembangan Destinasi Pariwista, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Pengendalian Industn Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan
Pariwisata.

3. Bahwa untuk keterpaduan penyigpan dan penyelenggaraan Kegiatan yang
zifatnya peningkatan pemahaman, mventarisir dan fasilitasi pendaftaran
Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakal untuld membuat
Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pemahaman Inventarisir dan Fasilitasi
Pendaftaran Kekayaan Intelekiual dengan ketentuan sebagai berikout:
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Pasal 1

Maksud dan Tujuan

{1} Menunjang pelaksanaan tlgas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka

perlindungan Kekayaan intelektual melalui hasil penelitian, pemanfaatan

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilika PARA
PIHAK serta mendukung pelakzanaan sistem Kekayaan Intelektual.

{2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran PARA PIHAK mengenal sistem
Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permehonan Kekavaan

Intele=kiaal.
{3) Menginventarisir dan menggah potensi Kekayaan Intelektual PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ind meliputi:
1. Penyelenggarsan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PARA PIHAK guna
meningkatkan wawasan dan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekavaan Intelektual; dan

3. Inventansir Potensi Kekayvaan Intelektual.

Pasal 3
Pelaksanann

(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber days
manuaia, mater kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelekiual untuk
kepentingan socsialisasi, bimbingan teknis, [asilitasi pendaftaran dan
inventarisir potensi Kekavaan Intelektual;

{2] PIHAR KEDUA bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana
kerja dalain rangks menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan
teknia, fasilitasi pendaftaran serta menggali dan menginventarisir potensi
Kekavaan Inteleltual yang ada;

3] PARA PIHAK saling mendubkung dan membantu dalam kegiatan upava
memajukan Kekavaan Intelektual di Sulawesi Barat;



(4] PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang
herwenang untuk melaksanakan kerjasama ind geaual dengan tugas dan
fungsinya;

(5] PARA PIHAK akan menyusun sccara bersama-sama rencana kegiatan yang
dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dan kerja sama ini
vang disesuaikan dengan penganggAran Masing-masing pihak pada setiap
tahun berjatan selama kerja sama i diberlakukan,

{6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikut ketentuan peraturan perandang-
undangan yvang berlaku dan sesual dengan tUgas porta wewenang di masimng-
masing pihak sebagaimana yang diatur dalam perafuran peri ndang-

undangan,;

Pasal 4
Pembiayaan

{1} Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan
Intelektus!l vang dilakukan oleh PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK
KEDUA sesuai dengan ketentuan vang berlaku;

(2] Semua biaya vang timbul sebagai akibat peiaksanaan peranjian kerjasama
ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan pelaksanaan TUgas pokok
dan fungsi dari PARA PIHAK vang telah dianggarkan didalam DIPA / DPA

masing-masing.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerjasama mi berdaku untuk jangka wakiu 5 (lima) Tahun
terhitung sejal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK.

[2] Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, pihak
tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam
walktu paling lambat 1 (satu) bulan sebejum diakhirinya Perjanjian Kerjasama

ini.

Parad Pihak Kesans | Parsd Phak edui

e



Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

{1} Apabila di kemudian harl tefadi ketidaksepahaman atau perselisihan
diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanfian Kerjasama ini, hal
tersehut akan dis=lesaikan secara musyawarah dan mufakat,

(2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul
pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk diselesatkan menurut peraturan
perundang-undengan.

Pasal 7
Perubahan
{1} Perubahan atas Perjanjian Kefasama ini, hanya dapal dilakukan atas
persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
(2] Hal-hal vang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan
dalam addendum vang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian
dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Herjasama

ini.

Pasal B

Penutup
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perganjian Kerjasama ini,
dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi metéral dan stempel
serta mempunyai kekuatan hukum yvang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU i PIBAK KEDUA
_ % i,
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

DAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

Nomor : W.33.K1.09.01- 18 TAHUN 2022
Momor @ O074/001 /V /2022 /Bappepan

TENTANG

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Fada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua bertempat di Hotel Berkah Kabupaten Mamuju, kami vang bertanda
tangan dibawah ini -

1. FAISOL ALL, S.H. M.H. . Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawest Barat,
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat, beralamat di Jin. H.
Abd. Malik Pattana Endeng (Komp.
Perkantoran Gubernur], Rangas,
Mamuju, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU;

2. H. BUDIANTO MUIN, 5.IP..M.5i . Kepala Badan Perencanaan., Penelidan
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Mamuju, bertindak untuk dan atas
nama Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Mamuju, berkedudukan di
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Jin Soekarno Hatta No. 1, Karema Kec,
Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat 91511, sélanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secars hersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendin disebut PIHAK, dalam kedudukannya masing-
masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sulawesi Barat vang mempunyai tugas salah satunya melakukan
penyviapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis,
kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan
tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi,
pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan
inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Mamuju yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanasn dan hidang
penelitian dan pengembangan vang menjadi kewenangan daerah,

- Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penvelenggaraan kegiatan yang
sifatnya peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan
Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat

Perjanjian  Kerjasama tentang Peningkatan Pemahaman dan  Fasilitas]
Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikur:
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Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Peanjian Kepjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanasn tugas
dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka perlindungan hasil penelitian di
hidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam
dar sumber daya manusia vang dimiliki PARA PIHAK serta mendukung
pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual,

Perjanjiari Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran PARA PIHAK mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan
meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual,

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliput;

(1

(2)

(3

(4)

Penvelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PARA PIHAK
guna meningkatkan wawasan dan pemahaman di bidang Kekayaan
Intelektual;

Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan
PIHAK KESATU hertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya
manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekaysan Intelektual untuk
kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran
Kekayvaan Intelektual;
PIHAE KEDUA bertanggung jawab untuk meénviapkan sarana dan
prasarana kerja dalam rangka menunjang penvelenggaraan sosialisasi,
bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual:
PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya
memajukan Kekayaan Intelekiual di Sulawesi Barat;
PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat
vang berwenang untuk melaksanakan kegjasama ini sesual dengan tugas
dan fungsinyva;
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{5}

(&)

(1]

(2]

(1]

(2}

PARA PIHAK zkan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang
dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama imi
yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pithak pada setiap
tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;

Pelakzanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di
masing-masing pihak sebagaimana vang diatur dalam peraturan

perundang-undangan;

Pasal 4
Pembiaynan
Biayva untuk pelaksanaan kegiatan [asilitasi pendaftaran Kekayaan
Intelektual yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK
KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku Usaha dan
masvarakat umum dalam wilayah Kabupaten Mamuju;

Semua biayva vang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kenasama
ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dari PARA PIHAK yang telah dianggarkan didalam DIPA /
DPA masing-masing.

Pasal 5
Jangka Waktu
Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun
terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesual dengan
kesepakatan PARA PIHAK,
Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini,
pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya
dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinva Perjanjian

Kerjasama ini.
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Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman atay perselisihan
diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, hal
tersebut akan diselesaikan secara mu syawarah dan mufakat.

(2] Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang
timbul pada Pengadilan WNegeri Mamuju untuk diselesaikan
peraturan perundang-undangan,

menurut

Pasal 7
Perubahan
{1} Perubahan atas Perjanjian Rerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas
persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK
{4} Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan
dalam addendum yang disepakati oleh FARA PIHAK serta merupakan bagian

dan menjadi satu kesatuan vang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerjasama ini.

Pasal 8

Penutup
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada har, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebit pada awal Perjanjian Kerjasama ini,
dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara PARA PIHAK

= PIHAK KESATU
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. FAISOL AL, S.H.,M.H. H. BUDIANTO MUIN, S.1P.,M.Si
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